
BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN BUPATI TEMAF[GGUNG

NoMoR lS IAHUN 2o1o

TENTANG

PENETAPAI\I KEADAAIY DART]RAT AKTBAT BENCANA ALAM
KHUSUSI\TYA MUSIBAH BENCANA TANAH LONGSOR

DI DESA SRIWUNGU KECAMATAN TLOGOMULYO

KABTJPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TI]HAN YAI\IG MAIIA ESA

Menimbang :4.

b.

BUPATI TEMANGGTJNG

bahwa adanya permohonan dari Camat .Tlogomulyo Surat

Nomor : 326ft45/2010 tanggal 24 lanuari 2010 perihal Bantuan

Bencana Tanah longsor; 
i

batrwa berdasarkan laporan Tim Tinjau Lokasi tanggal 24 lanuari

20rc tentang bencana tanah longsor di Dusun Bekelan Desa

Sriwungu Kec. Tlogomulyo;

batrwa untuk menanggulangi bencana alarn khususnya bencana tanah

longsor yang terjadi di Desa Sriwungu Kecamatan Tlogomulyo

Kabupaten Temanggung, guna mengamankan dan mencegah

kerusakan jembatan yang lebih besar akibat tebing disekitar pangkal

jembatan yang terkikis air, maka perlu dibangun senderan sementara

berupa kawat beronjong di tebing yang terkikis air tersebut dan

pengambilan tanah longsoran ditengah aliran sungai;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,

huruf b dan huruf c tersebut, perlu menertapkan Peraturan Bupati

tentang Penetapan Keadaan Darurat Akibat Bencana Alam

Khususnya Musibah Bencana Tanah Longsor di Desa Sriwungu

Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung;

d.



Mengingat : 1. undang-undang Nomor 13 Tahun 19i0 tentang pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan propinsi Jawa

Tengah;

undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42S6);

Undang-Undang Nomor I Tahun 20A4 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4

Nomor 5, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 15 Tatrun 2A04 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuarrgan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 200,+ Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4a00);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2404

Nomor 125, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tatrun 2AA4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

IndonesiaNomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tatrun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 126,

Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2A07 tentang Penanggulangan

Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 20A7

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a1B);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor t37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4575);

3.

4.

5.

7.



9. Peraturan Pe,rrerintatr Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembarrn Negara Republik Indonesia

Tafuun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4578);

l0.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2A06 Nomor 25, Tartbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

I l.Peraturan Pemerintah Nornor 2l Tahun 2008 tentang

Penyelenggafiurn Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tatrun 2006 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor a828);

l2.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2,008 tentang Pendanaan

dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4829);

l3.Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95

Tahun 2CI07 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden

Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman, Pelaksanaan Pengadaan

B arang/Jasa Pemerintatr ;

l4.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2AA7 tentang Pengesahan,

PengUndangan, dan Penyebafluasan Perafuran Perundang-

Undangan;

l5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2047 tentang

Perubatran Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelo!.aan Keuangan Daerah;

l6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2010;

l1.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Temanggung Tatrun 2008 Nomor 7);



lS.Peraturar Daeratr Kabupaten Temanggung Nomor I Tahun 2010

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja l)aerah Tahun Anggaran

2010 (Lembaran Daerah Kabupaten 'Iennanggung Tatrun 2010

Nomor 1);

lg.Peraturan Bupati Temanggungg Nomor 59 Tahun 2009 tentang

Pehrnjuk Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 43);

20.Peraturan Bupati Temanggung Nomor I Tahun 2010 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Temanggung Tatrun 2010 @erita Daerah Kabupaten Temanggung

Tatrun 2010 Nomor 1).

MEMUTUSKAI\:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI 'IENTAIIG PEI\TETAPAN KEADAAN

DARURAT AKIBAT BENCANA ALAM KHUSUSNYA MUSIBAH

BENCANA TANAH LONGSOR DI DESA SRIWI-INGU

KECAMATAN TLOGOMULYO KABUPATEN TEMANGGLTNG.

Pasal L

Keadaan danrat akibat bencana alam khususnya musibah bencana tanah longsor

di Kabupaten Temanggung Tatrun 2010 berupa kerusakan pada senderan jembatan

sungai.

Pasal2

Keadaan danrat akibat bencana alam kfiususnya

sebagaimana disebut dalam Pasal 1 terjadi di Desa

Kabupaten Temanggung.

Pasal3

Penanganan keadaan darurat akibat bencana alam ktrususnya musibah bencana tanah

longsor sebagaimana tersebut dalam Pasal I guna mencegah kerusakan jembatan yang

lebih besar akibat tebing disekitar pangkal jembatan yang terkikis air, maka perlu

dibangun senderan semeirtara berupa kawat beroniong ditebing yang terkikis air tersebut

dan pengambilan tanah longsoran ditengah aliran sungai;

Pasal4

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Temanggung Tahun

Anggaran 2010.

musibatr bencana tanah longsor,

Sriwungu Kecamatan Tlogomulyo



Prs8t5

Peraturan Bupati ini berlakupada tanggal dirmdangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penernpatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Diundangkan di Temanggung

pada tanggal ..1*.1.ffp.49i.... 20 I 0

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2O1O NOMOR....!.9

Ditetapkan di Temanggung

I Pebruari 2010

SEKRETARIS DAERATI

BAMBANG AROCIIMAN


